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ANALISIS .

SITUASI PERMASALAHAN
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Bali merupakan daerah yang memiliki keindahan alam yang luar biasa
sehingga menjadi salah satu destinasi wisata baik bagi wisatawan 7e R
asing maupun domestik. Berkembangnya sektor wisata di Bali, baik
di pusat kota maupun pedesaan, mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sejalan dengan hal itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tidak optimalnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak disebabkan oleh
rendahnya pengetahuan dan kesadaran pajak para pelaku UMKM. Hingga

(UMKM) dan desa wisata di Bali pun turut bertumbuh. Secara tidak akhirnya hal tersebut akan berimbas pada rendahnya kepatuhan pelaku
langsung hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan Produk UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Domestik Bruto (PDB). Namun, sayangnya pertumbuhan PDB yang \_ \ o -/
berasal dari UMKM tersebut tidak sejalan dengan penerimaan dari 4

sektor pajak.
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Untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, Dosen Prodi Akuntansi Universitas Trilogi
berkolaborasi dengan mahasiswa, dan bekerjasama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali menyelenggarakan
kelas pendampingan untuk memberikan edukasi terkait literasi perpajakan. Adapun tema dari masing-masing kegiatan
yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman Kewajiban dan Hak Perpajakan UMKM
2. Mekanisme Penghitungan Pajak UMKM
3. Perencanaan Pajak UMKM
Di masa pandemi Covid-19, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun
dilakukan secara virtual. Sisi positifnya, melalui kelas pendampingan virtual, pelaku UMKM dan desa wisata yang
mampu dijangkau tidak terbatas pada kawasan Pulau Bali saja, tetapi juga pulau-pulau besar lainnya (seperti Sumatera
dan Jawa). Harapannya, kelas pendampingan perpajakan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan yang
dihadapi mitra selama ini.
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